PUTUSAN
Nomor 0208/Pdt.G/2017/PA. Tmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMi KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Fengadiian Agama Kota lasikmaiaya yang memeriksa dan mengadili

perkara—perkara perdata pada tmgkat periama telah menjatuhkan putusan sebagai

b o 2
WGnonan 1eoat Nikah yaiig uld_;l.n\:all UIGH,

— umur 30 tahun, agama lstam,

\p_kc:x iaan I\dﬁnﬂuruq Rumah Tannn:‘-\ tamna’l 'hr\ﬂn:l di Q.uka(\pnnh L Na,

108 RT.004 RW. 004 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi
Kota Tasikmalaya, disebut PEMOHON ;
MELAWAN
umur 67 tahun, agama
Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Sambong Permai Ji. Rebab
Blok A. 40 RT.001 RW. 006 Keiurahan Sambongjaya Kecamatan

Mangkubumi Kola Tasikimalaya, Rabupaien Kola Tasikimalaya dan

selanjutnya disebut TERMOHON;

Pangadilan Aaama tarcahut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02

Februari 2017 yang ierdaftarkan di Kepaniieraan Fengadilan Agama Koia

Tasikmalaya dengan register Nomor 0208/Pdt.G/2017/PA.1 mk tanggal 02 Februan

OBAAT salal .
&V iiy WGicii qu“s(‘jul\a

sebagai berikut:

1. BRahwa Pamahan telah melanasungkan naerkawinan denaan searana laki-laki
bernama Acep Gumilar bin Harun Suryantoni yang dilaksanakan padz tanggal
03 Nopember 2003, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkuburni
Kota Tasikmalaya, dengan wali ayah kandung Pemohon yang bernama Eman
Sulacman, dengan disaksikan oleh dua orang saksi: Burhan dan Jajang, dan
juga dihadiri oieh orang banyak, dan maskawin berupa seperangkat aiat sholat;
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Z. Banhwa sewaktu pernikanan diiaksanaikan, Pemohon berstatus perawan, dan
suami Pemohon berstatus jejaka, dan antara Pemohon dengan suami
Pemchon fersebut tidak ada halangan untuk menikah: tidak ada hubungan
daiah dan tidak ada sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai dengan meninggalnya suami
Pemohon tanggal 17 Februari 2013 tetap bersuami isteri dalam Agama Islam,
balum pernah bercerai dan belum pernah dimadu dan telah dikaruniai 1 orang
anak bernama FPrima Razqa Aurei bin Acep Gumiiar, lahir tanggal 24 Juii Z005

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat
pemikahan Pemohon dan suami Pemchon tersebut dan selama itu pula
Pemohon dan suami Pemochon tetap beragama Islam;

& Rahwa suami Pemahan telah meninaaal dunia tanaaal 17 Fehruari 2012
karena sakit ;

6. Bahwa Pemohon pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, akan

tetapi Surat Nikah tersebut rusak. Oleh karenanya Pemohon sangat

membutuhkan Fenetapan Pengesanan Nikah dari Pengadiian Agama Koia

Tasikmalaya , guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan

e e F Ry i Rohl ol
ATVGYal unii Ule

isteri dan akta kelahiran anak ; ;

-~

Pamahan eanaaun mambhavar caluruh hiaya yana timbul akihat narkara

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Kota Tasikmalaya Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabuikan permohonan Pemonon ;

2. Menetapkan sahnya perkawinan aniara Pemohon_

diiaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2003 di wilayah Kantor Urusan

o=

Aaama Kacamatan b ota Tacikmalava
Agama Ke atan i a Tasikmal

3. Menetapkan biaya perkara menurut hokurm ;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;
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TENTANG DUDUK PERKARANYA
Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang

T e lem amemiA) - A mam e T e b o o e B
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gersidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakillkuasanya meskipun
faenurit batita acara pangailan yang dihacakan di nersidangan, Termahan telah
dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak beralasan
hukum yang sah;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Banhwa, untuk menguatkan daiii-daiii permohonannya, FPemohon teianh

mengajukan bukti surat sebagai berikut:

AAAAAA anda Penduduk ata _
T U\vuuyy r\r,u [ 4 Giiua I Cliauaun awas iaina

a.

_(Pemc—hon) Nomor_Tanggal 19-09-2012 yang
dikeluarkan aleh Kaatar Pamerintah Kata Tacikmalaya, talah harmatarai cukun
dan dicocokan dengan aslinya, kemudian diberi tanda afat bukti (P-1);

b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Termohon} Nomor

I | ongoal  12-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor
Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokan dengan
aslinya, kemudian diberi tanda aiat bukii (P-2);

c. Surat Keterangan Nomor _ Tanggal 13

...... Al antor Urusan Y SR g
UUOGIIIVGI hulu yqllu U\I\GIUGII\GLI UG t=ie uluaan nyallin l\k:\.aallidldll

Mangkubumi Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya, kemudian diberi tanda alat
bulti (P-3);

d. Asli Surat Kematian Nomor 474.3/1.759/Pem tanggal 9 Desember 2016 telah
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan olch
Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi, kemudian diberi tanda alat
bukti (P-4);

Bahwa, FPemohon juga mengajukan Z orang saksl yang masing-masing
memberikan kerterangannya di bawah sumpah sebagai berikut ;

kediaman di jalan Sambongjaya RT 04 RW 04 Kelurahan Sambongjaya

Kata Tacikmalaya ©
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Paman

Pemohon ;
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- Bahwa benar Femohon mempunyai suami bernama Acep Gumiiar bin Harun
Suryantoni, mereka menikah pada tanggail 03 Nopember 2003, dan saksi hadir

puua -:)cicu pcsa(\ounuau |Jclu \uuuu u.uauuut ,
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemochon adalah Ayah kandun
¥

Pemohan vang hernama Eman Sulaeman,  dan mas kawinaya haruna

seperangkat alat sholat, serta yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri
dan Jajang;

- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami
Pemohon berstatus jejaka;

- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemonon tidak ada pertaiian darah

atau hubungan persusuan;

T A b loaky il

i
"

orang anar
2005:

bernama Prima Razqga Aurel bin Acep Gumilar, lahir tanggal 24 Juli

- Bahwa selama Pemohon hidup berurnah tangga, tidak pernah ada masyarakat
atau fihak lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon dengan
suami Pemohon tersebut;

- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah terjadi perceraian,
dan suami Pemonon tidak mempunyai isteri yang iain kecuaii PFemonon;

- Bahwa baik Pemohon maupun suami Pemohon tetap memeiuk agama Isiam;

...................... P P P e g &
- Bahwa benar suami Peimonion 1slan |||cnniugn' aunia paua 4tdliuydi

2013 karena sakit

- Bahwa narmahanan itshat nikah ini diaiukan Pemohan untuk meaaucus

sebagai bukti otentik pernikahan Pemchon dan Suami Pemchon suami isteri

dan akta kelahiran anak;

1. _ umur 46 tahun, agama Isiam, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat kediaman di Jaian Sambongjaya Keluranan Sambongjaya K1 04 RW 04
Kecamatan Mangkdbumi, Kota Tasikmalaya ;

Babwa saksl kenal denaan Pemchon dan =R

- Dahwa sarsi kenai uciiyaiil rohnuniun uaii Bibi suaimi
Pemchon |

- Rahwa benar Pamahan memounvai euami harny

Survantoni, mereka menikah pada tanggal 03 Nopember 2003, dan saksi
hadir pada saat pelaksanaan ijab kabul tersebut;

4
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

- Bahwa yang menjadi waii pernikanan PFemonon adaiah Ayah kandung
Pemohon yang bernama Eman Sulaeman, dan mas kawinnya berupa
seperangkat alat sholat;

- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami
Pamahan harstatus iaiaka;

- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pertalian darah
atau hubungan persusuan;

- Bahwa Pemohon dan suaminya membina rumah tangga dan telah dikaruniai
1 orang anak bernama Prima Razqga Aurel bin Acep Gumilar, lahir tanggai 24
Juil 2005;

- Bahwa selama Pemohon hidup berumah tangga, tidak pernah ada

oo e e d lembm e Dmcmm e e
Raiiail 7 Cliivingii

b Lidamle Jmion temem o san i camem
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dengan suami Pemchon tersebut;

- Bahwa antara Pamahan dan euami Pamahan tidak narnah tariadi nercaraian,
dan suami Pemohon tidak mempunyai isteri yang lain kecuali Pemohon;,

- Bahwa baik Pemohon maupun suami Pemohon tetap memeluk agama lslam,

- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17
Februari 2013 karena sakit;

- Bahwa permononan itsbat nikah ini diajukan Pemohon untuk mengurus
sebagai bukii otentik pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon suami isteri

Amam o odm Bom b b S
udli ana nciatia

fi

i Gnan,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemchon
keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kesimpulan bahwa ia tetap pada
permohonannya serta mohon putusan atas permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segaia
nal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini,
dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini;

TETAIT A B 888 BLLD D
(R A N e

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemchon adalah
cehagaimana divraikan di atae alah karananya nacly dinadimbanakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan agama vyang dianut oleh Pemohon,
sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan. maka sesuai dengan
ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Tanun Z00b, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah daiam Undang-Uindang
Nomor 50 Tahun 2008, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis

Ly Wsbmainalinmat Dammabimie W Termohon mai
TIGRN UG poeiiucppal @ Giniviivie uait oo Gl

ki kedudukan hukum (fcgal
standing) dalam perkara ini;

Manimhang hahwa ahiek dalam nerkara ini tentana itehat terhadan
perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akia nikzh, berdasarkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomer KMA/Q32/SK/IV/2006 tanggai 4 April
2006 tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis
Peradilan Agama, maka itshat nikah yang dimohonkan oieh suami isteri dapat
diajukan Kepada Pengadiian Agama yang mewiiayahi daeranh hukum dimana

tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

AD e Y )
T
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Pemohion tefah inengajukan alal bukt surat berupa bukti P-1 dan P-2, dan ternyata
ukdl tersehut merunakan akta autantik vang dikeluarkan naiahat umum vana
berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas
minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (voiledeg) dan
mengikat {bindende). Oleh karenanya, bukti P-1 dan P-2 dapat diterima sebagai
alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membukiikan kebenaran
tempat tinggai dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggai Pemohon dan Termohon

dmlmde b e oDodl DT Dmmmld A0 herensf Sm) basidie SO0
iSicil ST UURL, LETGasarkan i'cnjcudocul nllgr\a oi raddi 4y nurul (&) LUl \LL)

aig-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tabun 1988 Tentana Peradilan Agama, yana tidak diuhah dalam Undana-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubashan Keduz Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juncto Pasal 7 ayat {2), ayat (3)
huruf (d) dan huruf (e, dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan
Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

iMenimbang, bahwa daiam permohonannya Pemohon mendaiiikan bahwa

suami Pemochon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2013

G et elr o

iGna buku T-F Yang merdpakan aca otentik, oleh Rarenanya berdasarkan
uiusan Ketua Maiikaimian Aguns Ri Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April

Auku U Paedaman Teknie Administraci Dan Teknis

Repu

Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat mendudukkan ahli waris

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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iainnya yang daiam perkara ini Pemonhona menunjuk ayah Kandung suami

Pemonon sebagai Termonon telan dianggap telan memenuhi ketentuan tersebut;

- e Teeslalelel - -~
it POl TG
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it nikah inl terdapat lawan, yaitu Termohon yang merupakan ayah

tai
kanduna dari suami Pemohon (Acen Gumilar hin Harun Survantoni)  akan tetani
berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung R Nomor 01
Tahun 2016, Maijelis Hakim berpendapat bahwa perkara aguo tidak diupayakan
perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di
persidangan ataupun mengutus orang iain sebagai wakii/kuasanya, meskipun ieiah

dipanggii secara resmi dan patiut, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan

Menimh&ng, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidsngan sedangkan
aecmananan Famatun haralasan dan tidak melawan hukum e.aha_g:!lm:\na makeaud
Pasal 125 ayat (1) HIR, maka permchonan Pemohon dapat diterima dengan
putusan tanpa kehadiran Termohon {verstek);

Menimbang, bahwa dalam dalii permohonannya Pemohon telah
melangstingkan pernikahan menurut tata cara agama Isiam tetapi perkawinan
Pemohon dengan suami Pemonhon namun sebagaimana bukti P-3 yang juga
merupakan bukii otentik, pernikahan Pemochon dan Suami Pemohon tidak tercatat
ai Kanior Urusan Againia seiempatl; Pemohon juga mendatiikan bahwa perkawinan
di antara Pemochon dengan suami Pemohon tidak terdapat halangan untuk

mala n(u.‘_unnkzn nnrnlknhan carta kadudukan ctatue narkauulr\':-\r\ maraka talah

diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, sedangkan Perchon
sangat membutuhkan kepastian hukum dalam pencataian perkawinan juga
digunzkan ssvagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain
yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan/Akta Nikah;

Menimbang, bahwa uniuk menguatkan dalii-daiil permohonannya, selain
alat bukii surat, Pemohon teiah mengajukan aiat bukii saksi sebanyak 2 (dua)

nnnnnnnnnnnnnnnnnn emmanmes D wos on e Alemon N [
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Menimbang, bahiwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam
kalawanak arana vana dilarana untile didanaar cahaaai eakei ecahacaimana diatur
kalormook arang yana dilarang untul didanaar cahaqal cakel cabhadaimana diatue
dalam ketentuan Pasal Pasal 145 ayat (1) HIR; kedua crang saksi tersebut

bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk

7
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 7
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

menjadii saksi, maka secara formii saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar

keterangannya;

H bang, bahwa {emyata kedua orang saksi telah memberikan
keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam
dualulk nerkara nadn mknkn\m kedua arana aakai talah manaraf\nkan nnrthal
prosesi pernikahan antara Pemohon dan Pemohon I, keterangan saksi saling
bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang
dialami, didengar dan diiihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah
mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah
memenunhi ketentuan syarat formii dan materii sehingga niiai kekuatan pembukiian

yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersitat bebas (vrij bewijs kracht). Oleh

karena iy, Majslis U
sebagai alal bukl yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam
keterandan sakal danat menauatkan dalil-dalil permahanan Pamahan:

Menimbang, bahwa meskipun bukti P-1 (Fotokopi Karlu Penduduk
Pemohon) yang dikeluarkan tanggal 19-09-2012, menyatakan bahwa status
perkawinan Pemohon adaiah cerai hidup, status mana merupakan peristiwa
penting dalam peristiwa kependudukan (vide Pasal 1 angka (17) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006) yang harus dimuat dalam identitas din sebagaimana aiat
bukti ini, namun dalam surat permohonannya Pemohon menyatakan sebaliknya,
sedang lidak temyata Pemohon memilici bukli melakukan perceraian sebagaimana
ketentuan Pasal 66 dan Pasai 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

didhah dengan Undang-lindana Namar 2 Tahua 2008 certa Undana-lindanag

Nomor 50 Tahun 2009, serta keterangan kedua saksi menguatkan datil
permohnan. Oleh karenanva, berdasarkan maksud Pasal 9 avat 1 huruf (b)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Majelis Hakim berpendapat bahwa
keterangan status perkawinan cerai hidup yang termuat dalam bukti P-1 tersebut
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukii yang telah diterima sebagai
alat bikll yang sah, Majelis hakim mendapatran fakia di persidangan sebagai

berikut:

- Bahwa telah tedadi nedkawinan vang dilakukan Pamahan dengan Suami
Pemohon pada tanggal tangga! 2 November 2003, di Wilayah hukum Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Koia Tasikmalaya dengan wali nikah
Ayah Kandung Pemohon bernama Eman Sulaeman. Adapun yang menjadi

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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saksi adaiah Harun bin Oong dan Jajang bin Tasiim, dengan maskawin berupa
seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- DBahwa iata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pa
tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

- Rahwa narkawinan vana dilakukan aleh Pemahan dan Suami Pamahan tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan
mereka;

- Bahwa hasii perkawinan antara Pemonon dengan suami Pemohon teiah

dikaruniai 1 anak bernama Prima Razga Aurel;

mibang, bahwa {erhadap tuntulan Pamohon agar pengadilan
menelapkan sahnya perkawinan vyang telah mereka laksanakan, maka
berdasarkan faktafakta di atas Majalis Hakim membarikan parimbangan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara
Repuplik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan Kkepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebui termasuk

untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap—tiap penduduk berdasarkan

b
it

Menimbang, bahwa dalam ajaran Isltam perkawinan merupakan salah satu

tontuk ihadaly {vide Pasal 2 Kaompilaci Hukum lalam) alah karenanya nerlu

jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal
28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 setiap

rang berhak alas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perfakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan
secara iegal yang diberikan negara atas sebuah perikawinan, seperii disebutkan
daiam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

g i

yaig

POy Rty U Nty R
1 th?l\ﬂ M vy

=

telah terpenuhmya syarat dan rukun perkawinan, ya!!u adanys calon suami; adanya

calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan iab

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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kapui antara waii agengan caion suami seria ketiadaan haiangarviarangan
dilangsungkannya perkawinan {(vide pasal 14 Kompitasi Hukum islam};

T ST R S bomd 3 S by s Dmmm) 0 miomd

Menimbang, bahwa Kelentuan yang ierssbut dalam Pasain 2 ayal |
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi
(recential aturan vana bhadaku dalam hukum agama meniadi hukum naositif,
sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama
yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbany, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan
dengan akia nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan meiaiui Pengadiian
Agama, dan saiah satu alasannya adaiah daiam hai yang berkenaan dengan
Perkawinan yang diiakukan oien mereka yang tidak mempunyai halangan

senunst Undano-Undanc Nomor 1 Tahun 1272 fentanc
fTiGiiui it WG YT UGy v 1 i al

Tl g = 'u..nldlia |"

.:r.‘.
(Y

perkawinan awinar
(vide pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum lslam);

Manirvhana | hahwa manurut kataranaan vana tardanat dalam kitah Tuhfah
Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang
perempuan vang agil baligh dan dalam kitab I'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254
dinyatakan: “Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan
seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-
Syaratnya seperti adanya wall dan dua orang saksl yang adi’. selanjuinya
keterangan tersebut diambil aiih sebagai pendapat hukum Majelis Hakim;

Nenimbang, bahwa berdasaivan fakla df persidangan dan pertimbangan
terseoiit di alas, iMajelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa
peraikahan yang telah dilakeanakan aleh Pamaohan dan Suami Pemahan telah
memenuhi ketentuan hukum syara’, dan telah sesuai dengan keteniuan Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasai 4,
Pasal 7 ayat (3) huruf (g), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu,
Wajelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan
dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemehon (Ajeng inggewara binfi
Eman Suiaeman) dengan Suami Pemohon (Acep Gumilar bin Harun

B £ Ly S P P D Al anna A MRS o ke
yaiiy uiiansdi Ehet yaua Laugyal 3 November LAVIVIVA Ul vvilayaii

Suryantoni)

fiukuin RKaiitor Urusan Agama Kecamalan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

Manic o hahwa (\nrkatc\ ini tarmaauk ‘r\u'lann mrkmmnnn cacuai r'lamnnn

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989 Tenlang Peradiian Agama
vang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

10
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Pemaohon ;

e o titter el et te taie el o ol e -

ABm b mmmm S - . e
wmENJingal, S€gaia perawuran perundang-unaangan yar

syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILLI
1. Menyatakan Termohon vang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menetapkan sah pernikahan EE——————

dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2003 di wilayah Kantor Urusan

'(n.‘)

Acmmemm L mmmeem il e Rl o doc b roam ! b T iimm o hms o
MAYdiia NCudiiiagidil Widingnubuiii Nuta asinihiaiayaq,

4. Memerintahkan kepada Pemchon untuk mencatatkan Pengesahan Nikah

wit di Kantar Liruean Agama Kecamatan Mangkubumi Kata Tasikmalava,
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari ini Selasa tanggai G/ Maret 2017 Miasehi, bertepatan dengan tanggai 9

Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Dadi Aryandi, S.Ag. sebagai Hakim Ketua

| BT AL ~ TSR 0 1 CR ey (R . = [ ¥ ) Py S
1.

in ko oot Abeead Do TR B Y PN oy I iy | A A~ —_— .
WidjGiio, oTila Millliau Niiai, J.ii Udii MoT auwail riuieya, oL i Iy, THasiiyg-
rmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam
vang terbuka untuk umum aleh Ketua Maielie denaan dihadiri aleh Hakim-

hakim Anggota tersebut dan Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

/

Hakim Anggota

Anmad Rifai, S.H.i.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses

3. Biaya Panggiian
4. Biaya Redaksi

5. Biaya materai

Jumlah

Disclaimer

. 50.000,-
Rp. 225.000,-
Rp. 5.000,-
Rp. 6.000.-

Rp. 306.000.-
(tiga ratus enam ribu rupiah)
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